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SULTENG POST - Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan
Sulteng memberikan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Dae-
rah (LKPD) Kota Palu tahun anggaran
2013.

Pemerintah Kota Palu dinilai lemah
dalam pelaksanaan Sistem Pengen-
dalian Internal (SPI) dan ketidak-
patuhan pada peratuan perundang-
undangan.

Kepala Perwakilan BPK RI Perwa-
kilan Sulteng,” Bayu Sabartha men-
gatakan, hasil pemeriksaan laporan
keuangan Pemerintah Kota Palu tahun
2013 menunjukkan bahwa dalam
penyusunan LKPD masih terdapat
kelemahan dalam penerapan SPI
serta ketidakpatuhan pada peratuan
perundang-undangan.

Baca BPK di hal. 6

KEPALA Perwakilan (Kalan) BPK RI Perwakilan Sulteng Sabartha saat menyerahkan Laporan Hasll Pemeriksaan
(LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palu kepada Walikota Palu Rusdi Mastura dan Ketua
DPRD Kota Palu, Sidig Ponulele, Senin (26/7). Foto : IRWAN
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“Auditor BPK menemu-
kan permasalah signifikan
dalam pemeriksaan LKPD
Kota Palu tahun anggaran
2013 yang berpengaruh pada
kewajaran LKPD tersebut,”
katanya saat penyerahan
Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) atas LKPD TA 2013
di Auditorium kantor BPK
RI, Senin (26/5)

Kelemahan dalam penera-

pan SPI, Bayu mengatakan,
Pemkot Palu menyajikan as-
set tetap peralatan dan mesin
per 31 Desember 2013 sebe-
sar Rp222,19 miliar, namun
BPK tidak dapat melakukan
pengujian asersi keberadaan
atas nilai tersebut, dikarena-
kan lemahnya pencatatan da-
lam kartu inventaris barang
dan buku inventaris.

“BPK tidak dapat me-

laksanakan prosedur pe-
meriksaan secara memadai
untuk memperoleh keya-
kinan mengenai penyajian
saldo asset tetap peralatan
dan mesin per 31 desember
2013,” katanya.
Ketidakpatuhan terhadap
perundang-undangan, Bayu
katakan, Pemerintah Kota
Palu menyajikan kas di
bendahara pengeluaran

per 31 Desember sebesar
Rp832,56 miliar. Atas saldo
tersebut, terdapat Rp260,78
juta tidak dalam penguas-
aan bendahara pengeluaran
Dinas Penataan Ruang
dan Perumahan Kota Palu.
Dari jumlah kas tersebut
telah dilakukan penyeto-
ran ke kas daerah sebesar
Rp166,00 juta, sehingga
'masih terdapat sisa kas

tidak dalam penguasaan
sebesar Rp94,78 juta. .

“Adanya permasalahan
signifikan tersebut, BPK
memberikan opini WDP
atas LKPD Pemkot Palu ta-
hun 2013, menurun bila di-
bandingkan dengan dengan
opini LKPD Pemkot Palu
2012, yakni Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP),” ka-
tanya. rom
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




